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ABSTRAK 

 

 

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK 

PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP DI PT PERKEBUNAN 

NUSANTARA I REGIONAL 7 

 

 

 

Oleh 

 

 

NITA TIRANA KASIH 

 

 

 

 

 

Pajak memegang peran penting dalam mendukung penerimaan negara, sehingga 

penerapannya harus dilakukan secara tepat sesuai dengan peraturan perpajakan 

yang berlaku. Penulisan laporan akhir ini bertujuan untuk menjelaskan tata cara 

perhitungan dan prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 khususnya pada 

pegawai tetap di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7. Penulisan laporan akhir 

ini bersifat deskriptif dengan mengumpulkan dan mengolah data numerik yang 

berkaitan dengan penghasilan karyawan. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 pegawai tetap di PT Perkebunan Nusantara 

I Regional 7 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk 

dalam penentuan penghasilan kena pajak, penggunaan tarif progresif, dan 

penyesuaian kewajiban pajak pada akhir tahun. Dengan demikian, laporan akhir ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan PPh Pasal 

21 pegawai tetap di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7, sekaligus menjadi 

referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang perpajakan. 

Kata kunci: PPh Pasal 21, pegawai tetap, tata cara perhitungan, pelaporan pajak, 

PTPN I Regional 7. 
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ABSTRACT 

 

PROCEDURE FOR CALCULATING AND REPORTING ARTICLE 21 

INCOME TAX FOR PERMANENT EMPLOYES AT PT PERKEBUNAN 

NUSANTARA I REGIONAL 7 

 

 

 

 

By 

 

 

NITA TIRANA KASIH 

 

 

 

Taxes play an important role in supporting state revenue, so their implementation 

must be carried out correctly in accordance with the applicable tax regulations. The 

purpose of this final report is to explain the calculation methods and reporting 

procedures for Article 21 Income Tax, specifically for permanent employes at PT 

Perkebunan Nusantara I Regional 7. This final report is descriptive in nature, 

collecting and processing numerical data related to employe income. The analysis 

results show that the calculation and reporting of Article 21 Income Tax for 

permanent employes at PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 are in accordance 

with the applicable tax regulations, including the determination of taxable income, 

the use of progressive rates, and the adjustment of tax obligations at the end of the 

year. Therefore, this final report is expected to provide a clear picture of the 

implementation of Article 21 Income Tax for permanent employes at PT 

Perkebunan Nusantara I Regional 7, and to serve as a reference for further research 

in the field of taxation. 

 

Keywords: Article 21 Income Tax, permanent employes, calculation procedures, 

tax reporting, PTPN I Regional 7. 
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MOTTO 

 

 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” 

 

(QS Al Baqarah: 286) 

 

 

 

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, melainkan milik mereka yang 

senantiasa berusaha” 

(B. J. Habibie) 

 

 

 

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang 

menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan 

perasaanmu sebagai manusia” 

(Baskara Putra – Hindia) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Di 

Indonesia, pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki 

peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Sumber 

penerimaan negara dari pendapatan pajak terbagi menjadi beberapa sektor, yaitu: 

pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, pajak 

konstruksi, pajak ekspor, pajak impor dan cukai, pajak perdagangan 

internasional. 

 

Dari beberapa sektor penerimaan pajak, salah satu pajak yang berpengaruh 

dalam pendapatan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan 

adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi dan badan usaha 

selama satu tahun pajak. Pajak penghasilan dikelompokan menjadi dua, yaitu 

pajak penghasilan final dan pajak penghasilan tidak final. Pajak penghasilan final 

adalah pajak penghasilan yang habis masa berlakunya, sehingga tidak dapat 

menjadi pengurang untuk pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. 

Pajak tidak final adalah pajak yang diperhitungkan kembali dengan penghasilan 

lainnya untuk dikenakan tarif pajak umum pada saat melaporkan SPT Tahunan. 

Salah satu pajak yang dikategorikan sebagai pajak tidak final adalah PPh Pasal 

21. 
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PPh Pasal 21 merupakan pajak terhadap orang pribadi dalam negeri atas 

penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dasar perhitungan PPh Pasal 21 diatur 

dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau 

Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menghitung, melaporkan, serta membayar 

pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah pinsip yang mendasari sistem 

perpajakan Indonesia, yang disebut dengan sistem Self Assessment. Wajib pajak 

bertanggung jawab penuh untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar 

berdasarkan transaksi atau pendapatan mereka dan melaporkannya kepada 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

 

PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 Bandar Lampung merupakan perusahaan 

milik negara yang bergerak di bidang perkebunan. PT Perkebunan Nusantara I 

Regional 7 memiliki jumlah karyawan tetap yang cukup besar dengan berbagai 

struktur penghasilan. Kondisi tersebut menuntut perusahaan untuk menerapkan 

sistem administrasi perpajakan yang baik, khususnya dalam pengelolaan PPh 

Pasal 21. Dengan demikian, mengingat pentingnya pajak dalam membangun 

perekonomian negara, maka penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk menggali 

lebih dalam tentang bagaimana tata cara perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 

21 khususnya untuk pegawai tetap diterapkan di PT Perkebunan Nusantara I 

Regional 7. 

 

Dari hasil pemaparan diatas penulis tertarik mengambil judul Tata Cara 

Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap di 

PT Perkebunan Nusantara I Regional 7. Untuk mengetahui bagaimana cara 

perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan yang dikenakan kepada pegawai 

tetap PT Perkebunan Nusantara I Regional 7. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tata cara perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 pegawai tetap 

di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kewajiban PPh Pasal 

21 pegawai tetap di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7? 

 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui tata cara perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 

pegawai tetap di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7. 

2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kewajiban 

PPh Pasal 21 pegawai tetap di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7. 

 

1.4 Manfaat 

Laporan akhir ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta 

pemahaman tentang tata cara perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada 

karyawan tetap di PT Perkebunan I Regional 7, serta dapat menjadi referensi 

ilmiah bagi penulis lain dengan latar belakang permasalahan yang sama serta 

menambah pengetahuan dan dapat dijadikan bahan perbandingan untuk 

penelitian selanjutnya. 



 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.4 Definisi Pajak 

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

keperluan rakyat. Menurut Suandy (2016), bagi suatu negara pajak memiliki 

peranan signifikan sebagai salah satu sumber penerimaan yang vital, yang 

kemudian dialokasikan untuk membiayai berbagai jenis pengeluaran 

pemerintah baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. 

 

Menurut Mardismo (2019), pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa 

dari masyarakat untuk kas negara, dimana pungutan ini tidak memberikan 

imbalan langsung yang dapat dirasakan pembayarannya dan dialokasikan 

untuk membiayai pengeluaran demi kepentingan umum. 

 

2.2 Sistem Pemungutan Pajak 

Di Indonesia terdapat tiga sistem pemungutan pajak. Menurut Resmi (2011) 

ketiga sistem pemungutan tersebut yaitu: 

1) Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang secara keseluruhan 

kepada Wajib Pajak untuk menentukan besaran pajak terutang yang wajib 
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disetor ke kas negara pada setiap masa satu tahun pajak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Artinya wajib pajak dianggap memiliki 

kemampuan untuk menghitung, memahami undang-undang perpajakan, 

dan dapat bertindak jujur. 

 

2) Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada aparatur 

perpajakan untuk menentukan besaran pajak terutang yang wajib 

disetorkan ke kas negara pada setiap masa satu tahun pajak sesuai dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku. Artinya dalam sistem ini, proses 

perhitungan hingga pemungutan pajak berada di tangan aparatur 

perpajakan. 

 

3) With Holding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak 

ketiga yang telah ditunjuk untuk menentukan besaran pajak terutang oleh 

wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pihak yang 

diberikan wewenang tersebut ditentukan dan dipilih dengan berlandaskan 

peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan Presiden, dan 

peraturan yang mengatur tata cara pemungutan dan pemotongan pajak. 

 

2.3 Jenis Pajak 

Sistem prepajakan di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu 

berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungut. Dengan uraian sebagai 

berikut: 

a. Berdasarkan Golongan terbagi menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Pajak Langsung 

Pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang 

bersangkutan dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Contoh 

pajak langsung seperti Pajak Penghasilan (PPh). 
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2. Pajak Tidak Langsung 

Pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau 

konsumen dan dipungut setiap peristiwa yang menyebabkan 

terutangnya pajak, seperti terjadinya penyerahan barang ataupun 

pembuatan surat-surat. Contoh pajak tidak langsung seperti Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), bea materai, bea balik nama. 

 

b. Berdasarkan Sifat 

Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Pajak Subjektif 

Pembagian pajak yang bersifat perorangan yang memperhatikan 

pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak. Untuk menetapkan pajaknya 

harus ditemukan alasan yang subjektif yang berhubungan dengan 

keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul atau kekuatan wajib 

pajak, salah satu contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh). 

 

2. Pajak Objektif 

Pajak yang bersifat kebendaan dan melihat kepada objeknya baik itu 

berupa benda, maupun berupa keadaan ataupun peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar yang kemudian dicari 

subjeknya antara orang atau badan hukum yang bersangkutan langsung. 

 

c. Berdasarkan Lembaga Pemungut, pajak dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Pajak Pusat 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya 

dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya digunakan untuk 

pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Dibagi menjadi 2 

lembaga pemungut, meliputi: 

a) Pajak yang dipungut oleh dirjen pajak 

b) Pajak yang dipungut oleh dirjen Bea Cukai 
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2. Pajak Daerah 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dari tingkat Provinsi 

maupun Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan pemerintah daerah 

yang digunakan untuk kepentingan dan pembiayaan rumah tangga 

daerah tersebut. 

 

2.4 Fungsi Pajak 

Terdapat dua fungsi pajak menurut Subadriyah (2025), yaitu: 

1. Fungsi Budgeter 

Fungsi yang letaknya di sektor publik sehingga pajak sebagai sumber dana 

atau alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 

2. Fungsi Regulerend 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, 

 

2.5 Pajak Penghasilan 

 

2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

Menurut Resmi (2014), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan 

terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam 

tahun pajak. Yang dimaksud dengan “tahun pajak” diatur dalam 

UndangUndang Pajak Penghasilan yakni tahun kalender, tetapi Wajib Pajak 

dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, 

sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. 

Berdasarkan sifatnya pajak penghasilan dikategorikan sebagai pajak 

subjektif. Jenis pajak ini mengandung pengertian bahwa kewajiban pajak 

melekat pada diri subjek pajak dan tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain. 

 

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan pemotongan dan pemungutan pajak 

penghasilan diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang- 
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Undang Nomor 7 Tahun 2021 beserta peraturan turunannya tentang Pajak 

Penghasilan yakni Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan 

Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak serta Surat Edaran 

Direktur Jenderal Pajak. 

 

2.5.2 Subjek Pajak Penghasilan 

Subjek pajak penghasilan adalah orang yang bertanggungjawab atas 

penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Orang yang menjadi subjek 

pajak disebut sebagai Wajib Pajak (WP). Jika seorang wajib pajak telah 

memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya secara objektif maupun subjektif, 

wajib pajak tersebut dapat disebut sebagai subjek pajak penghasilan, yaitu: 

1) Subjek Pajak Orang Pribadi 

Menurut Suandy (2011) subjek pajak orang pribadi adalah orang pribadi 

yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk 

pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. 

2) Subjek Pajak harta warisan belum terbagi 

Warisan yang memenuhi syarat akan menggantikan warisan yang belum 

dibagi menjadi satu kesatuan. 

3) Subjek Pajak Badan 

Subjek badan mencakup seluruh badan usaha atau institusi pemerintahan 

yang beroperasi, terkecuali badan non-komersial atau yang sumber 

pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD. 

4) Badan Usaha Tetap 

Badan Usaha tetap adalah jenis usaha yang dijalankan di Indonesia oleh 

individu yang tidak tinggal atau tinggal di Indonesia tidak lebih selama 

183 (seratus delapan puluh tiga) hari atau oleh suatu organisasi yang tidak 

berbadan hukum dan tidak memiliki kantor pusat di Indonesia selama 12 

Bulan untuk menjalakan usaha di Indonesia. 
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2.5.3 Objek Pajak Penghasilan 

Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia 

maupun dari luar Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti: 

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk 

lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini; 

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 

c. laba usaha 

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil 

usaha koperasi; 

h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

l. keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n. premi asuransi; 

o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak; 

q. penghasilan dari usaha berbasis syariah; 
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r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 

s. surplus Bank Indonesia. 

 

2.6 Pajak Penghasilan Pasal 21 

 

2.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 

Seiring dengan perkembangan perekonomian, beberapa ketentuan perpajakan 

mengalami penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang diterbitkan sebagai 

upaya pemerintah untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih efektif 

dan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. 

 

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 21 

adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, serta imbalan lainnya dalam bentuk apapun yang diterima atau 

diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukannya. 

 

Dalam penerapannya, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi 

kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, atau pihak lain yang ditunjuk 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak yang telah 

dipotong tersebut selanjutnya menjadi kredit pajak bagi penerima penghasilan 

dan diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan, pemotongan, 

penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan 

pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan 
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orang pribadi. Peraturan ini menjadi pedoman bagi pemotong pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 terdiri atas: 

1. Penghasilan yang diterima pegawai tetap, baik bersifat teratur maupun 

tidak teratur. 

2. Penghasilan yang diterima pensiunan secara teratur berupa uang pensiun 

atau penghasilan sejenisnya 

3. Imbalan kepada anggota dewan komisaris atau anggota pengawas 

4. Penghasilan pegawai tidak tetap yang berupa: upah harian, upah 

mingguan, upah satuan, dan upah borongan. 

5. Imbalan kepada bukan pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan 

pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan berupa: honorarium, komisi, 

fee, dan imbalan sejenisnya 

6. Imbalan kepada peserta kegiatan berupa: uang saku, uang representasi, 

uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan sejenisnya 

7. Uang manfaat pension yang diambil sebagian oleh peserta program 

pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. 

 

2.6.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 

Peraturan yang mengatur Pajak Penghasilan Pasal 21 antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan. 

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif 

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan 

Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

4. PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, 

Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi. 



12 
 

 

 

 

 

2.6.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Subjek Pajak adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. 

Menurut Purwanto (2014) adalah sebagai berikut: 

a. Pegawai 

b. Penerima pesangon, pensiunan, tunjangan hari tua, jaminan hari tua 

c. Bestatus bukan karyawan yang menerima atau memperoleh berkaitan 

dengan pemberi kerja 

d. Anggota direksi atau dewan pengawas yang tidak bekerja di tempat yang 

sama 

e. Mantan karyawan 

f. Peserta dari suatu kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan 

dari kegiatan tersebut. 

 

2.6.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Objek Pajak adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Objek Pajak 

PPh Pasal 21 mencakup berbagai macam penghasilan yang diterima seperti: 

a. Penghasilan gaji 

b. Upah honorarium dan pembayaran lain 

c. Penghasilan dari uang pesangon 

d. Penghasilan dari penarikan dana pensiun. 

e. Tunjangan hari tua 

 

2.6.5 Pengertian Pegawai Tetap 

Pasal 1 angka 10 PMK Nomor 168 Tahun 2023, Pegawai Tetap adalah 

pegawai yang menerima penghasilan secara teratur, termasuk anggota 

komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja 

berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai 

yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. 

 

2.6.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 

Pada tanggal 7 November 2021 Pemerintah telah menetapkan perubahan 

ketentuan perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
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Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada peraturan tersebut, tarif Penghasilan 

Kena Pajak (PKP) di atur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang 

Harmonisasi Perpajakan. yang mengubah ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) 

huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai lapisan tarif 

penghasilan pegawai sebagai berikut: 

 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif 

Rp 0 – Rp 60.000.000 5% 

Di atas Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000 15% 

Di atas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 25% 

Di atas Rp 500.000.000 – Rp 5.000.000.000 30% 

Di atas Rp 5.000.000.000 35% 

 

Tabel 2.1 Tarif Penghasilan Kena Pajak 

Sumber: djpb.kemenkeu.go.id 

 

Dalam hal ini, Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan tetapi tidak 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka akan dikenakan tarif 

lebih tinggi sebesar 20% dari tarif normal. 

 

2.6.7 Tarif Efektif Rata-Rata 

Sejak Masa Januari 2024 berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif 

pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi, tarif untuk 

menghitung PPh Pasal 21 berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). TER 

dirancang untuk menyederhanakan mekanisme perhitungan PPh Pasal 21. 

 

TER terbagi menjadi 2 jenis, yaitu TER harian dan TER bulanan. TER harian 

diterapkan khusus untuk pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan 

tidak bulanan dengan jumlah penghasilan bruto sampai dengan Rp 2.500.000 

perhari. Sedangkan TER bulanan diterapkan pada pegawai yang menerima 

gaji secara bulanan, dengan perhitungan berdasarkan PTKP sesuai dengan 

status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak. 
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TER bulanan dibagi menjadi 3 kategori yaitu sebagai berikut: 

1. Kategori A, untuk status PTKP TK/0, TK/1, dan K/0 
 

Gambar 2.1 TER Kategori A 

Sumber: pajak.go.id 

 

2. Kategori B, untuk status PTKP TK/2, K/1, TK/3, dan K/2 
 

Gambar 2.2 TER Kategori B 

Sumber: Pajak.go.id 

 

3. Kategori C, untuk status PTKP K/3 
 

Gambar 2.3 TER Kategori C 

Sumber: Pajak.go.id 
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2.6.8 Komponen Perhitungan PPh Pasal 21 

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terdapat beberapa komponen diantaranya: 

1. Gaji pokok 

2. Tunjangan pokok 

3. Tunjangan hari raya 

4. Bonus 

5. Lembur 

6. Iuran pensiun 

7. Biaya jabatan 

 

2.6.9 Penghasilan Kena Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan yang dikenakan pajak, 

sedangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah penghasilan yang 

tidak dikenakan pajak. 

1. Penghasilan Kena Pajak (PKP) 

PKP merupakan penghasilan bruto yang dikenakan pajak penghasilan 

setelah dikurangi PTKP dan biaya yang dapat dikurangkan sesuai 

perpajakan. Tarif pajak penghasilan pasal 21 berkisar antara 5% hingga 

35% tergantung pada besarnya PKP. 

 

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

PTKP merupakan pengurangan penghasilan bruto individu sebagai wajib 

pajak berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 

Tahun 2021, dengan pertahun yang mengacu pada PMK 

No.101/PMK.010/2016, berikut adalah besaran Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP): 

a. Rp 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi 

b. Rp  4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin 

c. Rp 54.000.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya 

digabung dengan penghasilan suami 
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d. Rp 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan 

kelurga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang 

menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap 

keluarga. 

 

Berikut rincian besaran PTKP sesuai dengan status pajak yang dimiliki 

wajib pajak: 

GOLONGAN KODE PTKP 

 

 

Tidak Kawin (TK) 

TK/0 Rp54.000.000 

TK/1 Rp58.500.000 

TK/2 Rp63.000.000 

TK/3 Rp67.500.000 

 

 

Kawin (K) 

K/0 Rp58.500.000 

K/1 Rp63.000.000 

K/2 Rp67.500.000 

K/3 Rp72.000.000 

Kawin dengan Penghasilan K/I/0 Rp112.500.000 

Istri di gabung (K/I) K/I/1 Rp117.000.000 

 K/I/2 Rp121.500.000 

 K/I/3 Rp126.000.000 

Tabel 2.2 Besaran Tarif PTKP PPh Pasal 21 

Sumber: djpb.kemenkeu.go.id 

 

2.7 Sistem Administrasi Perpajakan 

Seiring dengan perkembangan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus 

melakukan reformasi administrasi perpajakan melalui penerapan sistem 

berbasis digital. Menurut Kurniawan (2020), reformasi perpajakan bertujuan 

untuk menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada wajib pajak, dan meminimalisir terjadinya pajak berganda. DJP 

meluncurkan aplikasi Coretax sebagai upaya penyempurnaan modernisasi 

sistem perpajakan. Berdasarkan PMK No. 81 Tahun 2024 coretax resmi 
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digunakan sebagai sistem administrasi perpajakan Indonesia yang beroprasi 

pada tanggal 1 Januari 2025. 

 

Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan 

berbagai layanan perpajakan ke dalam satu platfrom digital. Melalui sistem ini, 

proses perpajakan yang sebelumnya terpisah dapat dilaksanakan dalam satu 

sistem yang terintegrasi. Dengan demikian, pengelolaan data perpajakan 

menjadi lebih akurat, cepat, dan transparan. Coretax menyediakan berbagai 

layanan perpajakan seperti pendaftaran wajib pajak, pembuatan dokumen 

perpajakan, pelaporan pajak, serta administrasi pembayaran pajak. Seluruh 

layanan dapat diakses secara elektronik sehingga mempermudah wajib pajak 

dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

 

Pada pelaksaan PPh Pasal 21, Coretax digunakan untuk mendukung proses 

administrasi pemotongan pajak atas penghasilan pegawai. Dengan sistem ini, 

perusahaan dapat melakukan pembuatan bukti potong dan pengadministrasian 

data perpajakan yang berkaitan dengan pemotongan PPh Pasal 21. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Desain Laporan Akhir 

Dalam penulisan laporan akhir ini, metode yang digunakan bersifat deskriptif 

yaitu dengan mengumpulkan dan mengolah data numerik yang berkaitan 

dengan penghasilan karyawan, kemudian menjelaskan, menguraikan, serta 

menganalisis data tersebut dengan sistematis. Pendekatan ini digunakan untuk 

membandingkan data perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan 

oleh perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

 

3.2 Sumber Data 

Dalam Penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu: 

1. Data Primer, data yang diperoleh saat melakukan penelitian. Data tersebut 

diperoleh dengan melakukan wawancara langsung ke bagian perpajakan 

PT Perkebunan Nusantara I Regional 7. 

2. Data Sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh peneliti melalu 

media perantara. Data yang dikumpulkan yaitu berupa struktur organisasi 

perusahaan dan dokumen pendukung lainnya dengan mengunjungi objek 

penelitian yaitu PT Perkebunan Nusantara I Regional 7. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data untuk memperoleh 

data- data yang diperlukan dengan metode: 
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a. Wawancara 

Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab kepada bagian 

perpajakan PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 guna mendapatkan 

informasi yang berhubungan dengan penelitian ini tentang bagaimana tata 

cara perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan PPh Pasal 21. 

 

 

b. Studi Literatur 

Dengan metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan sumber dari 

jurnal, buku, dan regulasi perpajakan yang relevan guna memperkuat 

landasan teori serta mendukung analisis data. 

 

c. Observasi 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi tidak 

langsung, yaitu dengan cara mengamati dan mempelajari dokumen yang 

berkaitan dengan pelaksnaan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 di PT 

Perkebunan Nusantara I Regional 7. 

 

3.4 Objek Kajian Praktik 

Lokasi dan Waktu Penelitian: 

 

Kerja Praktik dilaksanakan di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 yang 

beralamat di Jalan Teuku Umar No. 300, Kedaton, Kota Bandar Lampung 

35141. Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 40 hari 

kerja yaitu dimulai dari tanggal 12 Januari s,d 27 Februari dan terjadwal 5 hari 

dalam satu minggu. 

 

3.5 Gambaran Umum Perusahaan 

 

3.5.1 Sejarah Perusahaan 

PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) resmi didirikan pada Maret 1996 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1996. Pembentukan PTPN 
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VII merupakan hasil penggabungan beberapa perusahaan perkebunan yang 

berada di wilayah Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu, yaitu: 

1. PT Perkebunan X (Persero) 

2. PT Perkebunan XXXI (Persero) 

3. Proyek Pengembangan PT Perkebunan XI (Persero) di Kabupaten Lahat, 

Sumatera Selatan. 

4. Proyek Pengembangan PT Perkebunan XXIII (Persero) di Bengkulu. 

 

Tujuan awal pendirian perusahaan ini adalah untuk mendukung kebijakan 

ekonomi dan pembangunan nasional di sektor perkebunan, khususnya dalam 

bidang agribisnis dan agroindustri, dengan optimalisasi sumber daya utuk 

menghasilkan produk yang brkualitas tinggi dan memiliki daya saing yang 

kuat. Pada tahun 2014, terjadi perubahan besar dalam struktur perusahaan 

setelah penrapan PP Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014. 

Melalui peraturan tersebut, status PTPN VII berubah menjadi bagian dari 

holding perkebunan yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara III 

(Persero). 

Pada tahun 2023, melalui kebijakan pengelompokkan regionalisme oleh 

holding, nama PTPN VII berubah menjadi PT Perkebunan Nusantara I 

Regional 7 (PTPN I Regional 7), mencakup seluruh unit perkebunan yang 

sebelumnya dikelola oleh PTPN VII. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi, tata Kelola perusahaan, dan daya saing di pasar global. 

 

3.5.2 Bidang Usaha 

PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 mengelola dua segmen usaha, yakni; 

kebun karet, dan kebun teh di unit wilayah Lampung serta unit wilayah 

Sumatera Selatan dengan terbagi atas unit-unit disetiap provinsi. 

 

3.5.3 Visi Perusahaan 

“Menjadi Perusahaan Agribisnis yang Tangguh dengan Tata Kelola yang 

Baik” 
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3.5.4 Misi Perusahaan 

1. Menjalankan usaha perkebunan karet dan teh dengan menerapkan 

teknologi budidaya dan proses pengolahan yang efektif serta ramah 

lingkungan. 

2. Menghasilkan produk bahan baku dan produk olahan yang berkualitas 

tinggi guna memenuhi kebutuhan pasar domestic maupun pasar ekspor. 

3. Meningkatkan daya saing perusahaan melalui penerapan tata kelola 

usaha yang efektif dan berkelanjutan. 

4. Mengembangkan usaha industry yang terintegrasi dengan bisnis inti 

perusahaan guna menciptakan nilai tambah. 

5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan 

secara efisien dan berkelanjutan. 

 

 

3.5.6  Struktur Organisasi 
 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 

Sumber: Website PTPN I Regional 7 



 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan tentang Tata Cara 

Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pegawai 

Tetap Di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7, dapat disimpulkan 

bahwa penerapan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 

telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perhitungan PPh 21 menggunakan 

tarif umum yaitu tarif Pasal 17 ayat (1) yang dikalikan dengan 

penghasilan kena pajak, dan pelaporannya sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) No. 168 Tahun 2023. Namun dalam 

pelaksanaan kewajiban perpajakannya msih terdapat beberapa kendala 

baik dari kesalahan manusia ataupun gangguan pada sistem administrasi 

perpajakannya. 

 

5.2 Saran 

PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 disarankan untuk selalu update 

terhadap perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk 

mengatasi kendala yang terjadi, perusahaan harus selalu melakukan 

pengecekan proses perhitungan dilakukan, dan meningkatkan 

koordinasi dengan pihak pusat yang memiliki akses penuh terhadap 

sistem Coretax, serta melakukan verifikasi terhadap hasil perhitungan 

dan dokumen perpajakan sebelum diterbitkan atau dilaporkan. Dengan 

langkah tersebut, perusahaan diharapkan dapat meminimalkan 
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kesalahan dan memastikan pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 21 

berjalan dengan baik. 
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